Menimbang :

Mengingat :

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR %% TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

a. bahwa dalam penyelenggaraan . pemenntahan o g .:;'_ S
pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih =

1.

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

terdapat ketidakadilan gender sehingga d1per1ukan strateg1-__
pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan,

pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dah evaluasi atas - g
kebijakan, program dan kegiatan pembangiinan di dacrah;

bahwa dalam rangka memndaklanjutl Surat Edaran-_ SR

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ = . | -
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, - - -
Menteri keuangan, menteri Dalam Negeri dan- Menterif Rt s
Pemberdayaan Perempuan dan Perhndungan Anak tanggal = .
1 Nopember 2012 Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor =~ =
SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379.A/8J dan Nomor SE- = =
46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasiorial Percepatan == |
Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan. -~

Penganggaran  yang  Responsif = Gender = (PPRG); -

diperlukannya Pedoman Pelaksanaan Pengamsutamaan;_ 3 .': ;

Gender dalam Pembangunan Provmm Kahmantan Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dlmaksud_';:_:_ EHE R
dalam huruf a dan huruf b, maka per}u menetapkan. ik
Peraturan Gubernur tentang Peédoman = Pelaksanaan. . =
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Pr avmsr_:ff"

Kalimantan Barat;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang;__ |
Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kahmantan Barat,

Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaranf; e
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, =
Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia

Nomor 1106);




10.

Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan}_j S
Konvensi  mengenai  Penghapusan Segala = Bentuk. | |
Diskriminasi Terhadap wanita (Lembaran: Negara Repubhk____  :;__'.: N
Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran-:_ el

Negara Republik Indonesia Nomor 3277); -

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Konvensi..._._-_::_-::_._'___ Tk
ILO mengenai Dikriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan!_j L e o
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor’__-;_-__- R
57, Tambahan :Lembaran WNegara Repubhk Indonesza SR

Nomor 3836);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AS&SI;_i_E_-' o
Manusia (Lembaran Negara Republik - Indonesza “Tahun BE ke
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubhk_i_f;j-_'- L

Indonesia Nomor 3886};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentaﬂg NI b
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembarani:_--. o
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, ' .|
Tambahan  Lembaran  Negara Repubhk indonemaf e .

Nomor 4419);

Undang—Undangg Nomor 12 Tahun .‘2011 tentang;-i"j_f':" |

Pembentukan : Peraturan Perundang~Undangan (Lembaran-'-

Negara Repubhk Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82, :'ﬁ:”"

Tambahan Lembaran Negara Repubhk indones,la;'5_."___'_.'5"‘ il

Nomor 5234);

Undang-Undang ' Nomor 23 Tahun 2014 tentang:-_._._,;

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dmbah beberapa
kali, dan terakhir dengan Undang«Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang—Undang*i‘
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara' Repubhk Indonesza?;
Nomor 5679); e

Peraturan Menteri Dalam Negem ‘Nomor 15 Tahun 2008':;'_'

tentang Pedoman Umum Pélaksanaan Pengarusutamaan" L

Gender di Daerah sebagaimana - telah diubah' dengan}._'
Peraturan Menteii Dalam Negeri Nomor 67 . Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengamsutamaanfﬁ
Gender di Daerah; : '

Peraturan Menteri Dalam Neger1 Nomor 1 Tahun 20 14.‘53-;'
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah o :

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan .
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan ‘Barat
sebagaimana telah diubah ‘beberapa kali dan terakhir
dengan Peramran Daerah -Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah’ Nomor ‘10 Tahun
2008 tentang Susunan Orgamsasz Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provins
Kalimantan Barat Tahun' 2014 Nomor 9, Tambahan, :
Lembaran Daerah Provinsi Kahmantan Barat Nomor '7) i




Menetapkan :

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat' Nomor = = &
5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka-_;;"_,;_sﬂ_‘-___:_i; |
Menengah Daerah (RPJMD} Provinsi - Kalzmantan Barat 8 y
Tahun 2013 - 2018 ( Lembaran Daerah Provmsrfﬁ :_':_Q gf;

Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5 )

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN e
PENGARUSUTAMAAN GENDER ~DALAM PEMBANGUNAN’;--«: el

PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

- BABI o
KETENTUAN UMUM -
Pasall - SR
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dlmaksudkan dengan o

1. Pemerintah Provznm . adalah Pemermtah Prov_ms:i-“':
Kalimantan Barat. : '

2. Gubernur adaiah Gubernur Kahmantan Barat

3. Pemerintah Kabupaten /Kota ‘adalah Pemermtah Daer_
Kabupaten/Kota di Provinsi Kahmantan Barat R

4. Satuan Kerja. Perangkat Daerah. yang selangutnya dlsmgkat _
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah d1 hngkunganj_'
Pemerintah Daerah Provinsi Kahmantan Barat L

5. Gender adalah konsep yang. mengacu pada peran peran_dan
tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat
dan dapat ber‘upa oleh keadaan soszai dan masyarakat

6. Pengarusutamaan Gender . yang selanjutnya dzsebut.. PUG
adalah strategi - yang dibangun  untuk mengmtegras A1
Gender menjadi’ satu dimensi. 1ntegral dalam: perencanaan;
penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluas1 atas -
kebijakan program Pembangunan Daerah. L

7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kond151 bag1 lak1~ <i
dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan  hak-
haknya sebagai manusia, & agar mampu ‘berperan dan .
berpartisipasi dalam proses pembangunan

8. Keadilan Gender adalah suatu pmses untuk; menjam 'ad1
terhadap laki-laki dan perempuan. ' :

9. Analisis Gender adalah analisis untuk mengldenuﬁka51 dan
memahami  pembagian kezj}a/ peran- - laki-laki dan
perempuaan, akses kontrol terhadap sumber—sumber daya“-'-
pembangunan, part181pas1 dalam - proses .;-pembangunan_z -.
dan manfaat yang mereka - mkmatl .pola: hubungan antara
laki-laki dan - perempuan. yang timpang yang di dalam
pelaksanaannya memperhatikan faktor Iamnya seperu ke as__ :
sosial, ras dan suku bangsa. : % '




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

(1)

(2)

Issu Gender adalah suatu kond131 yang menun;ukkanf i
kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ket:tmpangan'_j_
gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagalmana yang SRS

dicita-citakan dengan kondisi gender Sebacalmaﬁa adanya

Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan fasﬂltas, ;_ j o :
pnorltas hak, kesempatan yang diberikan kepada laki-laki® . R
karena ia laki-laki atau yang diberlakukan pada perempuan?{f SR

karena ia perempuan.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif 'Géﬁder'_yéjng Sl
selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk. o
mencapal kesetaraan dan keadilan gender yang ‘dilakukan -
melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi; kebutuhan AT

potensi dan penyelesaian permasalahan gender

Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya dlsebut ARGZ-::'-"I e i

adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan_-’_'.

perempuan dari laki-laki yang tujuannya untuk: mewujudkani_i Sl

kesetaraan dan keadilan gender.

Gender Budget Statement yang selamutnya dlsmgkat GBS il
adalah dokumen. yang menginformasikan  suatu output'_!__'__-.gf_;'
kegiatan telah responsﬁ" gender terhadap issu gender yang oo
ada, dan atau suatu biaya telah-dialokasikan pada output . =
kegiatan untuk menangani permasalahan . kesenjangan#_'-’.} e

gender.

Focal Point Gender adalah aparatur SKPD y"ang mempunyal i o

kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di- :
unit kerjanya masmg-masmg _ L IR :
Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang Selanjutnya'_f:
disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para

pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dan'j:;:-_: e

berbagai instansi atau lembaga di daerah

Lembaga Non Pemerlntah adalah lembaga yang dlbentuk ole ¥

masyarakat  dalam rangka - menumbuhkan da
mengembangkan . keswadayaan = atau kemand1r1a_n :
masyarakat agar dapat ~memeénuhi kebutuhan - serta
mencapai kehidupan yang - lebh  baik: ‘sesuai yang’
diharapkan. T A e

BABII
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengarusutamaan gender berazaskan pada penghormatan;f
terhadap harkat dan martabat manus1a :

Maksud pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender=_'
adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah
Daerah Provinsi dalam- penyelenggaraan pemermtahai'
pembangunan dan pelayanan masyarakat yang respons1f s
gender. R




(3) Tujuan pedoman peiaksanaan pengarusutamaan gendef;f :

adalah:

a. Memberikan pedoman bagz aparatur Pememntah Daerahi“ e

Provinsi dalam menwsun Strategl pengmtegrasmn:_
gender yang dilakukan - melalui -perencanaan,
pelaksanaan pemantauan’ dan evaluas:t ‘atas: keb13akan
program dan keg;atan pembangunan d1 ?rovm

Kahmantan Barat : : e

b. Mewujudkan perencanaan ‘yang responsn" genderj--;.i':.-'_' : f;ﬁ '-
melalui - pengintegrasian pengalaman “aspirasi, oo
kebutuhan, potens1 dan penyelesalan permasalahanf:.: v

gender; -

C. Mewugudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam.'
kehidupan berkeiuarga, berbaﬂgsa dan bemegara _
d. Mewujudkan pengeloiaan anggaran yang responswe{-
gender; R Sl '

€. Memngkatkan Kesetaraan dan’ Keadﬂan Gender sebaga.l
insan dan sum’berdaya pembangunan

f. Memngkatkan peran dan kemandaman Iembaga yang'-
menangani pemberdayaan perempuan : :

BAB: oo
RUANG LINGKUP

Pasal3 -

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan penganlsutamaan gender
dalam Peraturan Gubernur ini- ‘meliputi selumh perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan pemantauan ‘dan.- evaluasz :
kebijakan, program dan keg1atan Pembangunan d1 vams1 i

BAB}IV' |
~ KEWAJIBAN

PaSal 4.

(1) Pemerintah Provmm berkewajaban melaksanakan kebljakan_
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jang
Menengah -Daerah (RPJMD) ‘Provinsi. Kahman"
tentang Pelaksanaan Pengarusutamaml Gender

(2) Kewajiban -sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) dapat
melibatkan - unsur masyarakat o _ e

.-PasailS' e
Lembaga Non Pemermtah dapa't' 1kut Serta dalam

Pengamsutamaan ‘Gender dan berﬁmg51 sebagal rmtra kezja'
dalam pelaksanaan pembangunan daerah ' S




BABYV .. o
PERENCANAAN DAN PDLAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

. Pasal 6

(1) Pemerintah Provm51 berkewaglban menjmsun kebljakan,f____f.’- fon

dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka3_:'_';':'.-_:':_-':-'-f__
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, Rencana’ Kegmtanf ke
Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategls SKPD--

dan Rencana Keij}a SKPD

(2} Penyusunan keb:gakan program dan keglatan yang'_'::j_-
responsif gender -sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui analisis gender.-

Pasal 7

Penyusunan Rencana Pembangunan J angka Menengah Daer_ahff S

(RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD} Renstra
SKPD dan Rencana Kerja dan: Anggaran SKPD yang Responmf

Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) = =
dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah s

Provinsi Kahmantan Barat.

Pasal 8

(1) Dalam melakukan anahszs gender Sebagannana dlmaksud.f:

dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode alur AR

kerja analisis gender analysis Pathway (GAP) atau metode__z‘_
analisis lain. _ ;

(2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD'
dilakukan oieh masmg~masmg SKPD :

(3} Pelaksanaan anahsls gender terhadap R’.encaﬂa
Pembangunan Jangka Menengah Daelah (RPJMD), Renstra _
SKPD, Rencana kerja SKPD dan ‘anggaran SKPD dapa‘i.-.:=
bekerjasama dengan lembaga: Perguruan 'I‘mggi atau p1hak
lain yang memiliki kapasitas dlbidangnya S

(4) Hasil analisis gender tersebut g dlhlangkan dalam"
penyusunan GBS, - . - _

(5} Hasil analisis: gender yang: terdapat dais.m GBS menjadr'-'
dasar SKPD dalam menyusun kera,ngka acuan keg1atan dan -
merupakan bagian yang udak terplsahkan dengan
dokumen RKA /DPA SKPD ' _ L _

- Bagian Kedua :
'Peiaksanaén
Pasal9 = S
(1} Gubernur bertariggungﬁ jawab atas pelaksamaanPUG .:.




(2)

(3)

Dalam pelaksanaan tanggung jawab Gubernur’ sebagalmana

dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.

Gubernur menetapkan’ SKPD yang inembatdang tugas -
pemberdayaan- perempuan sebagai Koord_lnator e

penyelenggaraan PUG.

Dalam rangka pércepatan pelaksanaan PUG d1 Prov1n51 i
Kalimantan Barat melalui Perencanaan Penganggaran{jf

Responsif Gender dilakukan :

a. membentuk Pokja PUG dengan Keputusan Gubemur

b. Seluruh  SKPD membentuk Focal Pomt dengan::.i..__._:_____.-.

Keputusan Kepaia SKPD.

c. Tugas Pokja PUG dan Focal . Point sebagmmana';j‘*;__'.'-f_'fi S

dimaksud pada huruf a dan haruf ‘¢ berpedoman -pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 ‘Tahun: 201 1:'5" - o '
tentang Pedomarn Umum Pelaksanaan Penovarusutamaan RN

Gender di daerah.

d. Membentuk Forum Data Gender dengan Keputusan Slirmnide
Gubernur, yang beranggotakan seluruh ‘anggota Polga,-f-_-_':” A
PUG yang diketuai oleh Badan =~ Pemberdayaan -
Perempuan dan Keluarga Berencana Provm31 Kallmantan i i

Barat.

e. Menetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah--_-.-_- B
Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pemberdayaan

Perempuan, Perhndungan Anak dan Keluarga Berencana

Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pengelolaan Keuangan_"fr:_'-__f":'-'_j_..'__'f.-r' o
dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat  dan = =~
Inspektorat - Provinsi Kahmantan Barat sebagaz SKPD’-’-: e

Penggerak PPRG.

f. Menyusun Rencana Aksi Daerah PUG d1 Prov1n31 yangl___' i f:_;-

memuat:

1) PUG  dalam peraturan pemndang—undangan d{ i _;.:_:?'

daerah;
2) PUG dalam siklus pembangunan daerah

3) Penguatan kelembagaan PUG - di daerah dan o

4) Penguatan peran serta masyarakat di daerah

BAB VI
KERJASAMA
Pasal 10

Pemerintah Provinsi dalam upaya . melaksanakan PUG.

dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain, plhak_.["-'_'

ketiga, Lembaga atau Pemerintah Daerah di: Luar ‘Negeri e
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang~undangan R

Pasal 11

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan. 5. ':':;
Lembaga Masyarakat dapat berpartisipasi’ dalam berbagaz'_ﬁ'__:'ff_:_ i

kegiatan PUG.




BAB VII R
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN. PELAPORAN i
Pasal 12

Pimpinan SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi - e
kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan PUG pada_;

setiap SKPD yang dipimpinnya.
Pasal 13

SKPD melaporkan pelaksanaan PUG kepada Gubemur_._, : _' :
secara berkala tetap 6 (enam) bulan sekali ‘dengan . -
tembusan kepada ketua Pokja PUG dan Sekretans pada St

Sekretariat PPRG,

Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )'m_e_hpuh:_ . Bk

a. Pelaksanaan program dan kegiatan; _ B
b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan keglai:an L
c. Sasaran kegiatan; o

d. Penggunaan anggaran yang bersumber darz APBN
APBD atau sumber lain;

e. Permasalahan yang dihadapi, dan
f. Upaya yang telah dilakukar.

Pasal 14

(1) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana. damaksud daiam":'_'ﬁf SEy
pasal 13, Kepala Badan Perencanaan - Pemhangunan_f 25 W
Daerah Provinsi Kalimantan Barat- selaku Ketua Pokja . .~
melakukan pemantauan dan evaluasi secara malﬂ'of-f{ ol
terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD Renstra’ e

SKPD dan rencana ker_]a SKPD.

(2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dllakukan :
sebelum ' diadakannya - penyusunan - program atau:_;i Lo

kegiatan tahun berlkutnya

(3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG memadl bahan'f.:";

masukan dalam penyusunan kebijakan; proglam dan
kegiatan tahun mendatang. _ s
'BAB VIII R
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN -
- Pasal 15

Dalam melaksanakaﬁ pengendahan dan pengawasan;': __ Gt
PPRG, Kepala Badan Peréncanaan’ Pembangunan Daerah 0

Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Badan- Pengeloiaan -
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi - Kahmantan Barat,
Inspektorat Provmsz Kahmantan Barat ‘dan’ Kepala Badan
Pemberdayaan . Perempuan Perbndungan Anak  dan
Keluarga Berencana Provinsi ‘Kalimantan Barat: Selaku.ff
Tim Penggerak PPRG, berwenang untuk melakukan S

8




a. Pengendalian terhadap pelaksanaan PUG = dengan @

memantau  dan  mengevaluasi  atas  pelaksanaan
kebijakan, Program dan kegiatan yang responsif gender
untuk mengetahui perkembangan dan hambatan serta
capaian Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender yang
dilakukan secara berkala atau 6 {enam) bulan sekali.

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan PUG yang
merupakan hasil pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan yang responsif gender dilaksanakan oleh
Ketua Pokja PUG secara berkala atau 1 (satu) tahun
sekali.

PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak .
e g - (?‘%%{’% ;Jfﬁ

Pada tanggal.... . 5. ©

GUBERNUR KALIM ANTAN BARAT,

- e é 'C ORP%/ELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal ........covivvivienninnn.

ﬂS SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

-

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR .......




Diundangkan di Pontianak

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

" BERITA DAERAH PROVINSI MIMﬁNTAN BAR&’E T&H?E}N QOES N@MGE& ‘.

a. Peng@m%ahaﬁ ierhadap pelaksma&m P*{JG; -dengan
memeantay - dan . mengevaluasi  atas peiaksanaaﬁ--

kebijakan, Progmm dan k@giam yang: r@sp@ﬂszf g;endeg{ G
untuk mengetabui perkembangan den hambatan serta. . | o
capaian Pelaksandan Anggaran. Respansﬂf Gender: yzmg S

dﬂalm}e;m Secara "mﬂ«;a},a at&u & {enm} buﬁm seiiah

b. Pemgaw&san ierhadap peﬁa.ksaﬁaaﬁ PUG yangj_;_ e
merupakan . hasﬂ p@%&k&&nam kehz;akan, g&mwmm dan oo e
kegiatan . yang- msp@nszf gender - dﬁai«:sanakm oleh vl
Ketua P@kja PUG secara ber, kala a%:&u 1 (sa.m) m_hunf

sekali.

. PENUTEEP
Pagal E?

Peraturan Gub@mur im muﬁai "mﬂaku paada taﬂgga}
dmndmgkan -

Agar setiap m“mg mengeiahmya? mememntahkan
pengundangan Perammﬂ @uﬁemur' f Jini dengan
penempatannya dalam Bema i @aerah vamsz : ;.;
E{ahmanmﬁamt . ' I

@ﬁ:@t&pkan fﬁl Pﬁﬁﬂaﬁ&k -
: Pada tamg@al W

CORNEL
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